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Pemer intah Kabupaten Kubu Raya

) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 ini adalah sebagai
implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKID) yang menyatakan bahwa setiap
institusi lembaga Pemerintah diwajibkan untuk membuat perencanaan
Strategis (Renstra) yang meliputi penetapan visi jangka panjang, menengah
maupun jangka pendek, penetapan misi, penetapan strategi, serta penetapan
program dan kegiatan.

Renia DNinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2020 memuat gambaran keadaan masa depan (visi dan misi
serta sasaran - sasaran strategis) yang ingin diwujudkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk jangka
waktu 1 (Satu tahun) dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam lingkungan organisasi.

Rencana Kerja akan menjadi pedoman oleh segenap aparat di jajaran
Dinas Kependudukan dain rencatatain Sipil Kabupaten Kubu Raya dalain
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat,
mewujudkan visi dan misi Kabupaten serta menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan juga Rencana Operasional

implementasi tugas pokok dan fungsi secara optimal.

Sungai Raya, 2019
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi memberi banyak perubahan yang signifikan dalam berbagai
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditandai
dengan tingginya tuntutan masyarakat tentang demokrasi, transparansi,
supremasi hukum dan semakin dihormatinya Hak Azazi Manusia.

Meningkatnya sikap kritis dan korektif dari masyarakat tersebut
terhadap program kinerja pemerintahan yang berlangsung dengan
kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tentunya harus
disikapi dan diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan
transparan serta mempunyai visi, misi dan strategi yang terintegrasi dalam
suatu manajemen strategis yang komprehensif agar mampu menjawab
berbagai macam tantangan dan permasalahan yang timbul dalam kehidupan
masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan implementasi manajemen yang
berbasis kepada pendekatan anggaran kinerja, dimana setiap pimpinan
organisasi pemerintahan dituntut megembangkan kepemimpinan yang
visioner yang dalam arti memiliki visi dan mampu menjabarkan dalam misi,
strategis, prioritas program, rencana aksi dan tujuan sesuai mandat
organisasi dan selalu responsif, terhadap perubahan lingkungan strategi yang
muncul,baik berasal dari lingkungan global, nasional, maupun internal
organisasi yang sekaligus akan menjadi faktor tantangan dan peluang.

Dalam konteks pemikiran tersebut, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 dengan tugas
melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang telah diatur dalam PP No. 34 / 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 mengacu kepada Rencana Strategis
(Renstra) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024 Sebagai panduan
operasional yang visioner.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2020 tersebut memuat visi dan misi Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sasaran strategis yang akan
dicapai dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi melalui suatu
rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan program-program
strategis pembangunan dibidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang ada.

1.2. Landasan Hukum
Adapun landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 terdiri dari :

- Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang — Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

- Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah
Daerah

- Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya

(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6).
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah untuk merumuskan dan
melaksanakan rencana pembangunan daerah pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 1 (Satu) tahun kedepan yang dapat menjamin

tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan bersasaran.

Tujuan :
Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah :

1. Mendukung koordinasi pelaksanan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya dalam
melaksanakan Tupoksinya.

2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi arah kerja Dinas
Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya.

3. Mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kerja di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Menjamin penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020, adalah sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dukcapil dan Capaian Renstra

Dukcapil

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dukcapil
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dukcapil

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP
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2.1.

BAB 1I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUKCAPIL

Evaluasi Pelaksanaan Renja DUKCAPIL dan Capaian Renstra
DUKCAPIL

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat, telah memberi
kewenangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah
termasuk Kabupaten Kubu Raya untuk mengatur dan mengurus
sendiri pemerintahannya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab
tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tugas pokok dan
fungsi tiap-tiap bagian dan pegawai yang ada pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Tugas Pokok dan Fungsi
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
1) KEPALA DINAS

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan, = merumuskan, membina, mengarahkan,
mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kebijakan Bupati
dan Peraturan Perundang-Undangan.

Uraian Tugas Kepala Dinas :

1. Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
dan / atau selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

2. Menetapkan  kebijakan  teknis  pengelolaan  keuangan
berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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2)

3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan melalui
pertemuan, agar kegiatan dapat dilaksanakan terarah dan
terpadu.

4. Membina kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-
masing bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Mengarahkan kegiatan berdasarkan pedoman dan petunjuk
teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Mengendalikan kegiatan berdasarkan pedoman dan petunjuk
teknis agar sasaran kegiatan dapat tercapai dengan baik.

7. Menyelenggarakan pembinaan bawahan secara lisan maupun
tertulis agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

8. Mengevaluasi kegiatan dengan cara membandingkan rencana
dengan realisasi kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja.

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara
lisan maupun tertulis sebagai bahan dalam mengambil
keputusan.

10. Melaporkan kegiatan kepada atasan secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
SEKRETARIAT.

Mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyusun
rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan
dan admnistrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan
administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum,
hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

FUNGSI :

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, sekretariat mempunyai

fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan operasional, pengendalian,
evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan

keuangan.
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b.

Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian,
pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan
hukum.

c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas
dan kehumasan.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kerja dinas.

e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis tata usaha berdasarkan
kewenangan urusan pemerintah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan.

2. Merencanakan operasional kegiatan berdasarkan program
kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan
lancar.

4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan secara lisan
maupun tertulis agar tugas-tugas dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik dan benar.

5. Melaksanakan wurusan kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelayanan dan
pembinaan pegawai.

6. Melaksanakan administrasi keuangan berdasarkan sasaran dan
program yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

7. Melaksanakan urusan keprotokolan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk menciptakan ketertiban dan kedisiplinan
pegawai.

8. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan masyarakat
sesuai dengan kebutuhan agar terjalin kerjasama dengan baik.

9. Melaksanakan pengawasan kepada bawahan baik langsung

maupun tidak langsung agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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10. Mengelola urusan perlengkapan sarana yang ada agar pekerjaan
dapat berjalan dengan baik.

11. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis sebagai bahan atasan dalam pengambilan
keputusan.

12. Melakukan evaluasi kegiatan tata usaha dengan cara
membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan untuk
mengetahui capaian kinerja.

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TUGAS :
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja,
penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi

keuangan.

FUNGSI :

a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian
Perencanaan Keuangan.

b. Melaksanakan kompilasi dan penyelarasan program kerja.

c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran.

d. Pelaksanaan tata usaha keuangan.

e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program kerja dan keuangan.

f. Pengorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berdasarkan
kewenangan urusan pemerintahan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan.

2. Merencanakan kegiatan berdasarkan program kegiatan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.
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3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan laporan akuntabilitas
badan berdasarkan data yang terkumpul dari masing-masing
bidang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

4. Menyiapkan bahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan cara mengumpulkan RKA dari masing-masing
bidang.

5. Menyiapkan bahan DPA dan Anggaran Kas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara
mengumpulkan dari masing-masing bidang.

6. Melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan SPP yang di buat
oleh bendahara pengeluaran Dinas.

Menyiapkan SPM.
Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban
keuangan setiap bidang sebagai evaluasi anggaran.

9. Menyiapkan laporan keuangan Dinas.

10. Melakukan pengawasan kepada bawahan baik langsung
maupun tidak langsung agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan.

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan
membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang
telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

12. Menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan cara mengumpulkan rencana kerja setiap bidang
untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas.

13. Melaporkan kegiatan dengan cara membandingkan rencana
dengan realisasi kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja.

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS :

Mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum,
perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan,
ketatausahaan, administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai,
organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan
laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan

melekat.

RENJA 2020 Hal. 9



FUNGSI :

a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian.

b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat
menyurat dan kearsipan.

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan
pegawai ASN internal dinas.

d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas.

e. Pelaksanaan urusan hukum.

f.  Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional
dan pengawasan internal.

g. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

h. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan.

i. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas.

j- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan program kerja Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan
untuk menjadi pedoman kerja didalam pelaksanaan tugas.

2. Mendistribusikan tugas kepada pada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanan tugas.

3. Membimbing bawahan untuk melaksanakan tugas dengan
penuh tanggung jawab secara benar dan tertib.

4. Melakukan pengawasan terhadap pada bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan untuk menghindari
terjadinya kesalahan.

5. Melaksanakan pengelolaan tata wusaha surat menyurat,

kearsipan berdasarkan tata naskah dinas dan kaidah yang

berlaku untuk pelaksanaan tugas.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan
pegawai internal dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk pelaksanaan tugas.

Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas
urusan hukum, tindaklanjut hasil pengawasan berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas.

Memimpin penyelenggaraan kegiatan ketertiban, kebersihan dan
peralatan rumah tangga berdasarakan petunjuk operasional
kesekretariatan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
Menyusun rencana kebutuhan barang atau peralatan yang
diperlukan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang dan
pemeliharaan perlengkapan serta ususan rumah tangga lainnya
sebagai sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Melaksanaan pengurusan perjalanan dinas berdasarkan
petunjuk operasional penyelenggaraan kesekretariatan
dilingkungan Dinas.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai
terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui
tingkat kinerja yang dicapai.

Melaksanakan koordinasi, konsultansi dengan pihak dan
instansi terkait dengan cara melakukan pertemuan untuk
membahas terhadap pelaksanaan tugas.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis mengenai masalah yang dihadapi
untuk dicari solusi pemecahannya.

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas dan bahan

evaluasi serta penilaian kinerja.

BIDANG

TUGAS :

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi, serta pembinaan teknis di bidangnya masing-masing..
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Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

FUNGSI :

a. Penyusunan program kerja di bidangnya.

b. Penyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidangnya.

c. Penyelenggaraan  fasilitasi, sosialisasi, koordinasi dan
pembinaan sesuai lingkup tugasnya.

d. Pengendalian kegiatan di bidangnya.

e. Penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis bidangnya berdasarkan
kewenangan urusan pemerintah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan.

2. Merencanakan operasional kegiatan berdasarkan program
kegiatan di bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Melaksanakan pembinaan administrasi pendaftaran dan
penetapan jenis-jenis kegiatan yang ada dibidangnya supaya
tersedia data akurat.

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidangnya baik
secara lisan maupun tertulis terhadap pelaksana tugas di
lapangan agar berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

5. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis sebagai bahan atasan dalam
pengambilan keputusan.

6. Melakukan evaluasi kegiatan di bidangnya dengan cara
membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan untuk
mengetahui capaian kinerja.

7. Membagi tugas kepada seksi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.
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8.

Menyiapkan bahan sosialisasi rencana program kerja di
bidangnya berdasarkan data yang ada untuk bahan kerja
atasan.

Melaksanakan koordinasi serta pembinaan dan fasilitasi di
bidangnya dengan cara inventarisasi program unit kerja di

lingkungan pemerintah kabupaten.

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

6) SUB. BIDANG

TUGAS :

Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis

di bidangnya.

FUNGSI :

a. Penyusunan program kerja di bidangnya.

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidangnya.

c. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

d. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidangnya.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Menerima dan menyeleksi data yang diserahkan oleh petugas
dari tiap kecamatan.

2. Menerima dan menyeleksi serta memonitoring laporan mengenai
kegiatan yang disampaikan dari Kecamatan.

3. Membuat laporan bulanan tentang keadaan kegiatan
dibidangnya untuk sebagai laporan.

4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
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7= Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

e ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas yang membidangi :
a. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub.Bagian Perlengkapan dan Umum
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
a. Seksi Identitas Penduduk
b. Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Seksi Kelahiran
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. Kelompok Jabatan Fungsional
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J Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL —

HEEEEEN | |

R R |

KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI

KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK [~ KEPALA SEKSI KELAHIRAN — ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKSI PINDAH DATANG || KEPALA SEKS| PERKAWINAN DAN | | | | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN
PENDUDUK PERCERAIAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS |_| | | KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN
KEPALA SEKSI PENDATAAN PENDUDUK ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN INOVASI PELAYANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL

Berkaitan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka urgensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
melalui kelembagaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
secepatnya menjunjung tinggi kreativitas masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat serta tetap menjaga koridor Pancasila dan atas dasar prinsip
persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah damai dan tentram hidup
bernasyarakat.

Pada pasal 22 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ada 4 (empat) hal
yang menjadi kewajiban daerah, yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional
serta keutuhan NKRI.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi

4. Melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya.

Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab pembinaan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tidak hanya
semata-mata tergantung pada pemerintah secara nasional, tetapi juga
menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten
/Kota dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kabupaten Kubu Raya berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya
2014-2019, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat
kesenjangan dari masing-masing inidikator kinerja sesuai dengan tugas
pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Disamping itu dapat kami sajikan juga analisis pengelolaan
pendanaan Pelayanan SKPD mengacu pada Renstra SKPD 2009-2014, agar
dapat mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DUKCAPIL
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan
dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan merupakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
sudah menerapkan KTP Elektronik dan juga melaksanakan pelayanan
dokumen kependudukan sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan.

Dari seluruh pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, ada
beberapa pokok permasalahan dalam pelayanan Dokumen Kependudukan

terhadap masyarakat, yaitu :

1. Ketersediaan infrastruktur pelayanan yang belum merata di

Kecamatan.

2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang

memadai.

3. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan

dan penyelenggaraan urusan publik.
4. Koordinasi antar bidang yang belum optimal.
5. Belum akuratnya data base kependudukan yang ada.
6. Belum optimalnya penggunaan fasilitas IT berbasis SIAK.
7. Adanya perubahan Undang-Undang maupun Peraturan.

8. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun

daerah.

RENJA 2020 Hal. 17



Penentuan isu strategis berdasarkan penelaahan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi pembangunan jangka
menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024 sesuai dengan Visi Misi
Pembangunan Kepala Daerah Terpilih adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat,

Terdepan, Berkualitas, dan Religius”.
Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Bahagia, dimaksudkan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa

depan masyrakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:
1. peningkatan derajat kesehatan;

2. peningkatan derajat pendidikan;

3. pekerjaan yang memadai;

4. pendapatan rumah tangga yang memadai;
5. keharmonisan keluarga;

6. ketersediaan waktu luang;

7. keharmonisan hubungan sosial;

8. kondisi rumah dan aset yang layak;

9. lingkungan hidup yang berkualitas, serta;
10. keamanan yang kondusif.

Bermartabat, dimaksudkan sebagai harga diri masyarakat Kabupaten Kubu

Raya yang ditandai adanya :

1. peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok

(sandang, pangan, dan papan);

2. peningkatan kehidupan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi,
pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan,

penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

3. peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal;
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4. peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil negara,
serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan;
5. jaminan keadilan yang meliputi :

- hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang

suku, agama, ras, dan antar golongan;

- politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan
dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional

berdasarkan kebutuhan (need asessment);

- orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja,

namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

Terdepan,dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di
Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (good and clean governance), serta peningkatan inovasi, kreativitas

dan kualitas masyarakat.

Berkualitas, dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa
memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun
masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas
pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan sumber
daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta
adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Religius, dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa
mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa
menerapkan nilai — nilai agama dalam kehidupan sehari — hari, meningkatkan
kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, serta nilai — nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi —
sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang

berbudaya.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai
berikut:
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan berwibawa (Good and Clean Governance);

2.  Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas
hidup masyarakat;

3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang
berkeadilan dan berdasarkan pada nilai — nilai kearifan lokal,

4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius
di seluruh lapisan masyarakat;

5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas

dan kemandirian ekonomi.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai
diatas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Dukcapil, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan
dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari
penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis
Dukcapil Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

1. Metode interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities
dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang.

2. Metode interaksi antara faktor strengths dengan faktor threaths
dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau
mengatasi ancaman.

3. Metode interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor
opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan

4. Metode interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threaths
dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.
Adapun isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan

langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;
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2. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam
penyediaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil yang dapat diakses masyarakat;

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melayani
masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.

Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut diatas Dukcapil kubu
Raya dapat mencapai tujuan Dukcapil Kabupaten Kubu Raya selama 5
tahun 2019 - 2024 kedepan. Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut
diatas Dukcapil kubu Raya dapat mencapai tujuan Dukcapil Kabupaten

Kubu Raya selama 5 tahun 2019 - 2024 kedepan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dewasa ini banyak sekali tantangan dihadapi oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa bukanlah hal
yang ringan untuk dapat mencapai atau menjadikan masyarakat yang madiri,
sejahtera dan tertib administrasi. Untuk mencapai hal tersebut tentunya
membutuhkan waktu yang relatif cukup lama.

Kondisi umum yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi yang menjadi tantangan dan peluang Dukcapil Kubu Raya adalah
sebagai berikut :

Peluang SKPD :

1. Adanya Komitmen Aparatur Dinas Dukcapil.

2. Adanya Teknologi SIAK.

3. Mengembangkan kinerja aparatur dinas dalam pelayanan Administrasi
Kependudukan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

5. Meningkatkan alokasi anggaran Administrasi Kependudukan untuk
mencapai pelayanan prima.

6. Meningkatkan motivasi dan kompetensi SDM Administrasi Kependudukan
untuk kualitas pelayanan.

Tantangan SKPD :

1. Luasnya kondisi geografis dan terpencar.
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2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen
kependudukan.

3. Tingkatkan peran serta masyarakat dalam sosialisasi program
Administrasi Kependudukan.

4. Tingkatkan motivasi dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya
dokumen kependudukan.
Kembangkan pola kemandirian masyarakat.
Tingkatkan kuantitas dan kualitas SDM dan masyarakat dalam program

Administrasi Kependudukan.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Aministrasi Kependudukan sebagai dasar hukum pelaksanaan
kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terdapat faktor —
faktor pendorong pelayanan terkait visi dan misi Ditjen Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah koordinasi antara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan
Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Dukungan anggaran daerah untuk pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi ke Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor penghambat pelayanan terkait visi dan misi Ditjen Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya yang luas, menyulitkan untuk
koordinasi dengan tempat pelayanan di Kecamatan dan untuk
menjangkau penduduk di daerah yang terpencil,

2. Gedung kantor pelayanan yang masih perlu ditingkatkan untuk
kenyamanan masyarakat;

3. Kualitas SDM yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Dukcapil Kubu Raya
Tujuan
Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya maka
ditetapkanlah tujuan Dinas Kependudukand an Pencatatan Sipil 2019-2024
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.
2. Meningkatkan  ketertiban  kepemilikan  dokumen = administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Meningkatkan akurasi data dan informasi kependudukan.
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Sasaran

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu
Raya tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.
2. Meningkatnya ketertiban kepemilikan dokumen administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Meningkatnya akurasi data dan informasi kependudukan.

3.3 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang wajib dilaksanakan untuk Strategi Pencapaian, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.
d. Penyediaan Jasa Administasi Keuangan.
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
m. Penyusunan Standar Operasional (SOP).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

o

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

2 o

Pengadaan Mebeleur.

o

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

—h

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
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h.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

a.

b.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

In House Training

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan :

a.

b.
C.
d.

€.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA

Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD.

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan :

o P

a o

5o oo

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Survailance Audit ISO.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk.

Fasilitasi Pelayanan Kelahiran.

Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak.
Fasilitasi Pelayanan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian.

Pelayanan Publik Dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Kependudukan.

k. Fasilitasi Pelayanan Pindah Datang.

—_
.

o

o

Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penyelenggaraan Pameran Pelayanan.

q. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan.

Pelayanan Dokumen Kependudukan.
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7.

10.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip

Kependudukan :

a. Penataan Arsip Dokumen Kependudukan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah :

a. Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah :

a. Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah :

a. Penyusunan Database e-Formasi.

b. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

c. Penyusunan Standar Pelayanan.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu Tahun 2019 - 2024 mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.
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BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2020 sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan misi
dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya
segenap aparat di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya serta elemen masyarakat sebagai mitra kerja yang
semakin berkembang demi untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan yang bersifat strategis,
sudah tentu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2020 ini tetap terbuka untuk langkah-langkah
penyempurnaan dalam penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi yang ada dan mungkin akan terjadi pada
masyarakat pedesaan.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2020 ini dapat tersusun yang merupakan sebagai bahan
rujukan dalam penetapan kebijakan dan perumusan program dan kegiatan
untuk jangka waktu yang pendek dan jangka menengah serta untuk jangka
waktu yang panjang untuk membangun daerah Kabupaten Kubu Raya tertib

Administrasi Kependudukan.
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